PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggam@aoptimalisasi pelayanan
kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Petaleri
Daerah, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang
proporsional, efisien dan efektif dengan tetap menimpbangkan
kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhardba

b. bahwa organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis abaer
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupatkem
Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan,n3am
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidakiase
ketentuan/peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturame?intah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisashleat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakdamh
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkarafdean Daerah
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lganbaknis

Daerah;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerahelsta
Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undatagig
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Pengggan
Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikartajade
satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembarayarble
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petulkem
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarajarse
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undadgng
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan rinéhe
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004ng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lemarbar
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&ean
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 18, dan
15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupatddjaiva
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamb&gan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintBiaanah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotamfaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentadgnfan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rkpubl
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembarajarse
Republik Indonesia Nomor 4741);,



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@dfang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daera

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 72008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkaabasbagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Bigaeti.

5. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaks@aa teknis
badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasttamal/atau
kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 1 (sa#w) lseberapa
wilayah kerja.

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menumukigas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PegaweriNgpil
Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalaaksaelaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keteamtartentu
serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan panglathigyaratkan

dengan angka kredit.



BAB Il

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga TdRaerah yaitu

sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Kepegawaian Daerah,;

3. Inspektorat Daerah;

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan DesafRem
dan Keluarga Berencana,

5. Kantor Penanaman Modal,
Kantor Lingkungan Hidup;

7. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertaniakafan
Kehutanan;

8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

9. Kantor Perpustakaan; dan

10. Kantor Arsip dan Dokumentasi.

BAB Il

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 3
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakam unsu
perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimginKelgala

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawsiada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah aisebag
dimaksud pada (2) diangkat dan diberhentikan &lepati sesuai

ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyasi fung
perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyuspesncanaan
pembangunan Daerah, pembinaan dan pelaksanaan dudpdang
perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaanlaig yang

diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangaamnah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam meleksa

fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meraptuggas :

a. menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;

b. menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah;

C. menyusun perencanaan tata ruang dan pembangurmgrigan
hidup;

d. menyusun perencanaan pemerintahan;

o

menyusun perencanaan sosial budaya,;

o

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangarstatstik;

melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangan

= «Q

melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan PembangasaahD
terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.



J.

K.

Bidang Ekonomi terdiri dari :

1. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Pertambangan dan Energi; dan

2. Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, &medut
Perikanan dan Kelautan.

Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari :

1. Sub Bidang Pekerjaan Umum; dan

2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dar

1. Sub Bidang Tata Ruang; dan

2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Bidang Pemerintahan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemerintahan Umum; dan

2. Sub Bidang Politik Dalam Negeri.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan

2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik tetalir :

1. Sub Bidang Penelitian Pengembangan; dan

2. Sub Bidang Statistik.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan; dan

2. Sub Bidang Pengendalian.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

Unit Pelaksana Teknis Badan.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi BaéaenPanaan

Pembangunan Daerah diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pentemng

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yatak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dsgrdtkliUnit

Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yangr daédgogan

Peraturan Daerah tersendiri.



Bagian Kedua

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penguigas
Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepBagbati
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dichg@lesia
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupatuaeketentuan/

peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi perumkedairakan
teknis di bidang kepegawaian, pemberian dukungaras at
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang &epdn,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawserta
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati difgdkepegawaian.

Pasal 10

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan fselgagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan
kepegawaian;

b. melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian;

c. melaksanakan kegiatan pengawasan, data, dan kesagh
pegawai;

d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan pagdeaa

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.



Pasal 11

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah teadiiri
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan; dan
2. Sub Bidang Pengembangan Karier.
d. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
1. Sub Bidang Kepangkatan; dan
2. Sub Bidang Mutasi Jabatan.
e. Bidang Pengawasan, Data dan Kesejahteraan teadiiri d
1. Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaran; da
2. Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai;
f. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
1. Sub Bidang Penyusunan Program Pendidikan dan Iatiha
dan
2. Sub Bidang Pelatihan Pegawai.
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badgeg¢awaian
Daerah diatur oleh Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang tidgksahkan

dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 12
Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk R&tgksana

Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengeatuPan Daerah

tersendiri.



Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah

Pasal 13

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyeleseygar
Pemerintahan Daerabh.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam rke@makan
tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bugeti secara
teknis administratif mendapat pembinaan dari SakieDaerah.

(3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)gkhandan
diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/pematperundang-

undangan.

Pasal 14

Inspektorat mempunyai fungsi perencanaan programggyeasan,
perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, Iplesaan,
pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasata

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati difgdoengawasan.

Pasal 15

Inspektorat dalam melaksanakan fungsi sebagaimameksud dalam

Pasal 14, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
perekonomian;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
kesejahteraan sosial;

d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kausargan
dan asset; dan

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.



(1)

(2)

@)

Pasal 16

Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri:dari
a. Inspektur;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;

-~ ® 2 o

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Asset; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Uraian tugas masing-masing unsur organisasi InepsktDaerah
diatur oleh Bupati.

Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sébaga
tercantum dalam Lampiran 1l yang tidak terpisahkdari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 17

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan DemafRem

(2)

3)

dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukuges t
Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat
pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan danrgeelua
berencana.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Demafem
dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala yangdze di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mela&kiegaris
Daerah.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintalesa D
Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana disnpida
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupatugaeketentuan/

peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desapftem dan
Keluarga Berencana mempunyai fungsi perumusandtetijteknis di
bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desanp&a dan
keluarga berencana, pemberian dukungan atas peggel@an
pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masygrakerintah
desa perempuan dan keluarga berencana, pembinagelddksanaan
tugas di bidang pemberdayaan masyarakat pemedetghperempuan
dan keluarga berencana serta pelaksanaan tugagalagndiberikan
Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintalsa

perempuan dan keluarga berencana.
Pasal 19

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desapftem dan
Keluarga Berencana dalam melaksanakan fungsi seehaga
dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas :

. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

. melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintah desa;

a
b
c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan,;
d. melaksanakan kegiatan keluarga berencana;

e. melaksanakan kegiatan keluarga sejahtera; dan

f.

melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 20

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Bereneaha
dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan;



c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Peran Serta dan Keswadayaan
Masyarakat; dan

2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat.

d. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari

1. Sub Bidang Kelembagaan, Perangkat dan Administrasi
Desa; dan

2. Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Sub Bidang Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan

2. Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan
Anak.

f. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan
Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi; dan

2. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehat
Reproduksi.

g. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

i. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan
Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perentaunan
Keluarga Berencana diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Ndsta
Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidgksahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahama Des
Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Réftaksana
Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengeatu?an Daerah

tersendiri.



Bagian Kelima
Kantor Penanaman Modal
Pasal 22

(1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukuggstu
Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal.

(2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kePBagati
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimagadd
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupatuaeketentuan/

peraturan perundang-undangan.
Pasal 23

Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi perumusdnjakan
teknis di bidang penanaman modal, pemberian dukungeas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang @er@en
modal,pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidarepaeran modal
serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupatibidang

penanaman modal.
Pasal 24

Kantor Penanaman Modal dalam melaksanakan fungsigagmana
dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan kerjasama dan promosi;

b. melaksanakan kegiatan pelayanan;

c. melaksanakan kegiatan pengolahan data dan infgroeasi

d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 25
(1) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal teddiii :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha,;



c. Seksi Kerjasama dan Promosi;
d. Seksi Pelayanan;
e. Seksi Data dan Informasi; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi KaPémanaman
Modal diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Kantor Penanaman Modegsmana
tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahldari

Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Kantor Lingkungan Hidup
Pasal 26

(1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur penduktugps
Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.

(2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepagbati
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksada
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupatuaeketentuan/

peraturan perundang-undangan.
Pasal 27

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumugabijakan
teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dulamgatas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidanguinggia hidup,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkuhghup serta
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati darodlingkungan
hidup.

Pasal 28

Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsbagaimana

dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas :



melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas;
melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian;

melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan; dan

a o T p

melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 29

(1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup tectiri :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha,;
c. Seksi Pengembangan Kapasitas;
d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kdntgkungan
Hidup diatur oleh Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidepagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkdari

Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan

Pasal 30

(1) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertaniakafran
Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Pentefaarah
di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

(2) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertaniakafan
Kehutanan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukdmdiah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrefaerah.

(3) Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan nierta
Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada(2
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kegmperaturan

perundang-undangan.



Pasal 31

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertaniaikafran
Kehutanan mempunyai fungsi perumusan kebijakanigetinbidang
ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, penk&edutanan,
pemberian dukungan atas penyelenggaraan Peemarinizderah di
bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertaniankapan,
kehutanan, pembinaan dan pelaksanaan tugas digbikieiahanan
pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, kedntaserta
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati darmdketahanan

pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, kednitan
Pasal 32

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertaniaikafan
Kehutanan dalam melaksanakan fungsi sebagaimaraeksiit dalam
Pasal 31, mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan penyampaian informasi dalikpal

b. melaksanakan kegiatan perencanaan program danlpkagu

c. melaksanakan kegiatan pengkajian teknologi; dan
d

. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 33

(1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan Pe@ayuluh
Pertanian Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Informasi dan Publikasi;

d. Seksi Program dan Penyuluhan;

e. Seksi Pengkajian Teknologi; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kak&tahanan
Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Ketmutdiatur
oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Panganyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimarat@ntc dalam
Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peratubaerah ini



Bagian Kedelapan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 34

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daériaidanhg
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyardkaimpin
oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan begtanggjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindunganyiakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat danheiftikan
oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundadgnagan.

Pasal 35

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakampunyai
fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatiangsa dan
perlindungan masyarakat, pemberian dukungan atagej@mggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa eldindpngan
masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan tugas digbiklasatuan
bangsa dan perlindungan masyarakat serta pelaksarges lain yang
diberikan Bupati di bidang kesatuan bangsa daningerigan

masyarakat.

Pasal 36

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakdam

melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam| Fsa

mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan kesatuan bangsa,

b. melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan data informash da
perlengkapan; dan

d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.



Pasal 37

(1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa danindReryan
Masyarakat terdiri dari :
a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha,;

c. Seksi Kesatuan Bangsa;

d. Seksi Perlindungan Masyarakat;

e. Seksi Data Informasi dan Perlengkapan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi KaKtesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diatur olgratu

(3) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsanh da
Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercanturmdadanpiran

VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daarah
Bagian Kesembilan
Kantor Perpustakaan
Pasal 38

(1) Kantor Perpustakaan merupakan unsur pendukung s tuga
Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan.

(2) Kantor Perpustakaan dipimpin oleh Kepala yangdsirkukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melakreSaris
Daerah.

(3) Kepala Kantor Perpustakaan sebagaimana dimakswad gyed (2)
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai keteviperaturan

perundang-undangan.
Pasal 39

Kantor Perpustakaan mempunyai fungsi perumusarjakelni teknis
di bidang perpustakaan, pemberian dukungan atagelegiggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan, pearbindan
pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan sertiespaian tugas lain

yang diberikan Bupati di bidang perpustakaan.



Pasal 40

Kantor Perpustakaan dalam melaksanakan fungsi asebaga
dimaksud dalam Pasal 39, mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengolaham fnadtaka;

b. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan

perpustakaan;
c. melaksanakan kegiatan deposit dan pelestarian alsaaka; dan

d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 41

(1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan terdiri dar
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
d. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan;
e. Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kdregpustakaan
diatur oleh Bupati.
(3) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan sébaga
tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkdari

Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh
Kantor Arsip dan Dokumentasi
Pasal 42
(1) Kantor Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur plemoiy tugas
Pemerintah Daerah di bidang arsip dan dokumentasi.
(2) Kantor Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepalgang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepagbeati
melalui Sekretaris Daerah.



(3) Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi sebagaimanaakisond
pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupasuai

ketentuan/peraturan perundang-undangan.
Pasal 43

Kantor Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi persam
kebijakan teknis di bidang arsip dan dokumentasgmliperian
dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daiebedadg arsip
dan dokumentasi, pembinaan dan pelaksanaan tudaisladig arsip
dan dokumentasi serta pelaksanaan tugas lain yaagkan Bupati di
bidang arsip dan dokumentasi.

Pasal 44

Kantor Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan gdun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunys tug

a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan;

b. melaksanakan kegiatan akuisisi dan penyelamatan;

c. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelayanan; dan

d

. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Pasal 45

(1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasiirigari :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
d. Seksi Akuisisi dan Penyelamatan;
e. Seksi Pengawasan dan Pelayanan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi KaAtsip dan
Dokumentasi diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Kantor Arsip dan Dokuragint
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang telgisahkan
dari Peraturan Daerah ini.



BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 46

(1) Pada Badan/Kantor dapat diadakan kelompok Jalbatagsional
Tertentu sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordit&haoseorang
tenaga Fungsional senior yang berkedudukan di lbadan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Kantor.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 47

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan/Kantor é&aps
Kepala Satuan Organisasi dibawahnya menerapkarsigprin
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikessuai bidang
tugas masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan/Kantor é&aps
Kepala Satuan Organisasi dibawahnya memberikanibgab
dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1212000
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja aganfbeknis

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo T&00®
Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak ddar| dan



b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1Qi &004
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja agenheknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo T&004
Nomor 4 Seri D) ditarik kembali dan dinyatakatak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggahdfingkan dan
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejaletapkannya

Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ysetagngan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarbdram Daerah

Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,
Capl/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Capl/ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D



Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Peavalakyat Daerah

Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor . 1/PB/DPRD/2008
1/PB/I11/2008
Tanggal : 19 Maret 2008
Tentang : Persetujuan Atas Rancangan PeraturaralD&&bupaten

Kulon Progo tentang :

1.
2.

Urusan Pemerintahan Daerah;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah;

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daedthbhsusnya dalam
pelaksanaan tugas tertentu, diperlukan Organig2asiangkat Daerah yang
proporsional, efektif dan efisien dengan tetap memnpbangkan kewenangan,
karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerahsehingga Daerah dapat lebih
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyad#{atn kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahui@ 2800ang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah bahwa tugas tertemheritéah Daerah dilaksanakan
oleh Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk BadamoKdan Rumah Sakit Daerah.

Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah di lingkunBamerintah Kabupaten
Kulon Progo meliputi bidang penelitan dan pengengaa, perencanaan,
pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakarsipan dan dokumentasi,
kependudukan dan pelayanan kesehatan.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga glatiaerah dilakukan
dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah selhggga pemberdayaan
perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapatrsdrimgkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negarakadepublik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutta$i, goerlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang &sian Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan darbafguman

Daerah  kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ahdal
pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Rareaan dan

Pembangunan Daerah merupakan bawahan langsungaBiskizaerah.

Secara Struktural Kepala Badan Perencanaan danaRgoran Daerah

berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian D&egdda Bupati
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawatharnistratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Kapegan Daerah
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.a8Setaktural Kepala

Kepegawaian Daerah berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas



Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Inspektur kepada Bupati metdlretaris Daerah
adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Inspektur merupak@vahan langsung
Sekretaris Daerah. Secara Struktural Inspekturdael@ngsung di bawah
Bupati.

ayat 3

Pasal 14

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pemberdayaan Mé&atar
Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berekepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawatharinistratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Petalyaan
Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Kaluderencana
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.a8Setaktural Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desanfuan dan

Keluarga Berencana berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)

Pasal 18

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas



Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Penanaman Modaddiae Bupati
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawatharinistratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Raman Modal
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.a8Setaktural Kepala
Kantor Penanaman Modal berada langsung di bawahtBup
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesatuan BangsaPddindungan
Masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daad#tah pertanggung
jawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Kesa Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat merupakan bawahan langsBekretaris
Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Kesatuamg&a dan
Perlindungan Masyarakat berada langsung di bawahatBu
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas



Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Lingkungan Hidepakla Bupati
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawatharnistratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor kimggan Hidup
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.a8Setaktural Kepala
Kantor Lingkungan Hidup berada langsung di bawapaiiu
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor KetahaRangan, Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada Bupatlun Sekretaris
Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor akKehan Pangan,
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mdeanpbawahan
langsung Sekretaris Daerah secara Struktural Kdfataor Ketahanan
Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Ketrnuteerada langsung
di bawah Bupati.
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas



Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Perpustakaan &epagati melalui
Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban adratifis
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Bgigkaan merupakan
bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara StukK{epala Kantor
Perpustakaan berada langsung di bawah Bupati
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Arsip dan Dokuastnkepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggwadpan
administratif.
Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor p\rdan Dokumentasi
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.a8Setaktural Kepala
Kantor Arsip dan Dokumentasi berada langsung digteBupati
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas



Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
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